SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA

Menimbang

Mengingat

UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ()
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan

Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah



Menetapkan

Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS
DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN
KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten Konawe adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Kabupaten Kolaka Utara adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi
Undang-Undang.

Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat
TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan
berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik
dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai

pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka

Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

1.

pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka Utara dan
Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan
Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang
ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 2° 59' 15.460" LS
dan 121° 21' 40.387" BT;



10.

11.

12.

TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02
dengan koordinat 3° 00' 42.096" LS dan 121° 22' 10.573"
BT;

TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 03 dengan
koordinat 3° 01' 34.742" LS dan 121° 21' 44.728" BT;

TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 04 dengan
koordinat 3° 02' 58.262" LS dan 121° 21' 37.998" BT;

TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 05 dengan
koordinat 3° 04' 33.544" LS dan 121° 23' 03.414" BT;

TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 06 dengan
koordinat 3° 05' 50.646" LS dan 121° 23' 17.559" BT;

TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 07 dengan
koordinat 3° 06' 26.512" LS dan 121° 24' 37.390" BT;

TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as
(Median Line) punggung bukit sampai pada TK 08 dengan
koordinat 3° 08' 58.727" LS dan 121° 25' 16.156" BT;

TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09
dengan koordinat 3° 10' 10.298" LS dan 121° 26' 29.827"
BT;

TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK
10 dengan koordinat 3° 12' 48.531" LS dan 121° 26
06.978" BT;

TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11
dengan koordinat 3° 14' 45.106" LS dan 121° 25' 47.699"
BT; dan

TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada
pertigaan batas antara Kabupaten Kolaka Utara dengan
Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur
Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai oleh TK 12
dengan koordinat 3° 16' 31.599" LS dan 121° 25' 51.500"
BT.



Pasal 3
Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat
tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama

kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4
Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum di peta dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 653.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH

KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

U

SKALA 1:50.000

0 1 2 4 6 8 10 Km

[ T I

0 1 2 4 6 8 10 Cm
DIAGRAM LOKASI

120°0'0"E 121°0'0"E 122°0'0"E
1

ST

3°0'0"S
3°0'0"S

PRO\I‘I_NSIg
SULAWESI,SELATAN

4°0'0"S
4°0'0"S

" TELUK|BONE

120°0'0"E 121°0'0"E 122°0'0"E

PROYEKSI

Sistem Grid . Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84

Zona ;51 M

Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Data RBI BIG Tahun 2017
2. Berita Acara Rapat tanggal 22 - 23 Mei 2017

LEGENDA

co mm oo m Batas Kabupaten /\é Sungai Q Danau / Waduk
— Jalan
M Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KOORDINAT GEOGRAFIS KOORDINAT UTM
NO| PILAR LINTANG BUJUR X Y

1 TKO01 2°59'15.460" | LS 121°21'40.387" |BT| 317866.003| 9669638.577
2 TK02 3°00'42.096" |LS|121°22'10.573" | BT| 318802.106| 9666978.831
3 |TKO3 3°01'34.742" |1S|121° 21'44.728" | BT| 318006.478 9665360.555
4 TKO04 3°02'58.262" |LS|121°21'37.998" | BT| 317802.526| 9662794.837
5 TKO05 3°04'33.544" |1S|121° 23'03.414" | BT| 320444.480 9659872.135
6 [ TKO06 3°05'50.646" | LS|121°23'17.559" | BT| 320884.840 9657504.554
7 |TK 07 3°06'26.512" | LS|121° 24'37.390" | BT| 323351.423 9656406.630
8 |TK08 3°08'58.727" |1S|121° 25'16.156" | BT| 324555.414| 9651733.087
9 TK09 3°10'10.298" | LS|121° 26'29.827" | BT| 326833.301 9649538.195
10 ' TK 10 3°12'48.531" |LS|121° 26' 06.978" | BT| 326135.229| 9644676.961
11 |TK11 3°14'45.106" | LS|121° 25'47.699" | BT| 325545.580 9641095.430
12 |[TK 12 3°16'31.599" |LS|121° 25'51.500" | BT| 325668.010| 9637824.637

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd

R. Gani Muhamad, SH., MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001
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